- Menimbang

'BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH |
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2020 A
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KARANGANYAR, |

bahwa dalam rangka meningkatkah kualitas dan
menjamin penyediaan pélayanaﬁ publik serta untuk
memberikan perlindungan bag1 masyarakat dari
penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan ° pelayanan . publik, = harus
diterapkai; prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik serta menjamin kesederhanaan,
kemudahan, keterjangkauan dan dapat membem
manfaat bag1 masyarakat

bahwa untuk memenuh1 kebutuhan- mésyarakat

yang semakin kompleks dan’ didukung dengan

adanya kemajuan teknologi, maka Pemerintah

Kabupaten Karanganyar dituntut untuk melakukan

peningkatan dan perbaikan pelayanan pubhk sesuai
n dengan perkembangan teknolog1 1nformat1ka
| bahwa untuk meningkatkan kuahtas dan menjamm}

" penyediaan pelayanan publik serta mempertegas

hak dan kewajiban setiap . warga masyarakat
korpora81 dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
diperlukan norma hukum yang memberl dasar

pengaturan yang jelas;



~ Mengingat = :

‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

'dimaksud dalam huruf a, “huruf b, dan huruf C,

perlu menetapkan' Peraturan Daerah tentang

Periyelenggaraan Pelayananf Publik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

| Repubhk Indones1a Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

~ Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang |

| Penyelenggara' Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lernbaran Negara Republlk Indone31a

~ Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

 Pemberantasan deak Pidana Korupsi (Lembaran
-~ Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3854), sebagaimana. telah diubah »dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

-~ Perubahan atas ,Undang-Unuc‘iat‘lg - Nomor 31

~Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi  (Lembaran - Negara " Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indone31a Nomor 4150);

Undang-Undang ‘Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

_ Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

a Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

. Ombudsman Repubhk Indone&a (Lembaran Negara

Repubhk Indonesia 'I‘ahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara» Republik Indonesia
Nomor 4899); '



Undéng-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

_Pelayanan Publik (Lembaran | Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

'_Undang-Undang ‘Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembara(n Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. ,-»Y}}Undang-Undang Nomor - 23 Tahun 2014 tentang
‘Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubhk -

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebaga1mana telah diubah beberapa kali terakhir

| ~dengan . Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020

11.

12,

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 250,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

-Nomor 5594), sebagaimana telah diubah ‘dengan

Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

_Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran.

Negara Republik Indones1a Nomor 6573);

‘Peraturan Pemerintah VNomor: 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

‘Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

.-Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 5135), _

Peraturan Pemerintah. Nomor 61 Té;hi.m 2010
tentang Pelaksanaan Undang-ijndang Nomor - 14
Tahun 2008 tenjtang Keterbukaan Infofmasi Publik

' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik



L }»'V;It:*_‘Indone&a Nomor 5149), .

‘v:tentang Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 25

'Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012

o "I‘ahun 2009 tentang Pelayanan Pubhk (Lembaran o

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

. ;Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
"""‘»»'»'Nornor 5357), - o ’ o

14,

Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2018 tentangb

;v Standar Pelayanan Mlmmal (Lernbaran Negara
’ "",Repubhk Indonesm Tahun . 2018 Nomor - '2,' B

_‘ . :Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa
~ Nomor 6178) | - ' | o

o s

»;tentang Pelayanan Penzman Berusaha Ter1ntegras1 R

Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2018'-;,' ST .

'-Secara EIektromk (Lembaran Negara Repubhk

--alndones1a “Tahun 2018 Nomor 90, Tambahanw_ﬁ_ﬂ

o Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 62 15);

}1:6.

,Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019»

3 ',_tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran}

- .:Negara Repubhk Indones1a Tahun 2019 Nomor 140 .

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema» L

| .‘_i_"Nomor 4578), R

.’”Peraturan Pres1den Nomor 97 Tahun 2014 tentang. 3

e .}”Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu P1ntu,

s, S
R .;'Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan e E

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar' .

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah el

Kabupaten Karanganyar Tahun 20 16 Nomor 16‘ |

S i.jTarnbahan B Lembaran ) Daerah _Kabupaten'

vKaranganyar Nomor 67), sebagalmana’" diubah =

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar .

L ;Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atasy:

o Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan’ i " PR

) Peraturan Daerah Kabupaten E Karanganyar 'f.f

' Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah .

| '_'Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22-, -



T Tambahaﬁ Lembaran Daerah . ;Kafbupuaté‘n

Karanganyar Nomor 113),

Dengan Persetujuan Bersama

S DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR RN

o Me‘:r‘letéif)kan’ :

S dan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK

| BABI U
KETENTUAN UMUM N

Bag1an Kesatu RS

- Pengertlan

B Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dlmaksud dengan o G

R

o penyelenggara Pemermtahan Daerah yang mem1mp1n ‘.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

'F'Pemermtah Daerah adalah Bupatl sebaga1 unsur”fﬁ L :

pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadii
: kewenangan daerah otonom BN "
' Bupatl adalah Bupat1 Karanganyar R L
- "v'Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah yang selanJutnyat_vi ]
B ,;_'d1smgkat DPRD adalah Lembaga Perwakllan Rakyat:j'»-f‘,":-,

i’Daerah | yang berkedudukan :v, sebaga1 : unsur

- :, :'kegla‘tan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

penyelenggara pemermtahan Daerah

.“i"“Pelayanan Publlk adalah keglatan atau rangkalan L

B -pelayanan sesuax dengan peraturan perundang-

o ‘undangan bag1 setlap Warga negara dan penduduk atas” e

i}_ibarang, ]asa dan /atau pelayanan adm1n1strat1f yang 3

B '_-bdlsedlakan oleh penyelenggara Pelayanan Pubhk




Penyelenggara Pelayanan Pubhk yang selanjutnya N
;;v;;d1sebut PenyeIenggara , adalah setlap : 1nst1tusxv”
5-;Hpenyelenggara negara kofporas1 lembaga 1ndependen
Qf'yang dlbentuk berdasarkan undang undang untuk
'v'_'keg1atan pelayanan pubhk dan badan hukum lain
B yang dlbentuk semata—mata untuk keglatan Pelayanan »
j."'\Standa‘r Pelayanan f adalah toIdk ukur yang

_‘dipe:fgvunakan sebaga1 pedoman penyelenggaraan‘

‘Pelayanan  Publik dan acuan pemlalan kuahtas

o '} :; penyelenggaraan Urusan Pemermtahan yang menjadlki

o100

'-'selanjutnya dlsebut Orgamsasa Penyelenggara adaiah

pelayanan sebagau kewajlban dan Janjl penyelenggara ‘ S
: v;.’kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang .
: :’, : berkuahtas cepat mudah terjangkau dan terukur
,_:v,’Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah p1mp1nan

satuan kerja yang membawah1 secara langsung satuf ,‘3

atau leb1h satuan kerJa yang melaksanakan Pelayanan_‘l‘vf:f:-;' o
* Publik. - Ll e T s |
'__Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala;;‘ '.

':,Daerah dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah dalam’; . e

'kewenangan Daerah

Organ1sa81 Penyelenggara Pelayanan Pubhk yang'

. satuan kerja penyelenggara Pelayanan Pubhk yang "

;: "berada di Imgkungan 1nst1tu81 penyelenggara negara :
‘v:_korporasu lembaga 1ndependen yang dlbentuk':"fv R
- berdasarkan | undang undang untuk keglatan |
o :,pelayanan pubhk ‘dan badan hukum lain. ‘yang N

d1bentuk semata mata untuk keglatan pelayananf

) - pubhk

11

Pelaksana adalah pejabat pegawax petUgaS dan Setlap*,';:'l’» b

V:Pelaksana Pelayanan Pubhk yang selanjutnya d1sebut "

orang yang bekerja d1 dalam Organ1sa51 Penyelenggara' AT

”"yang | bertugas' melaksanakan | tlndakan atau

:serangkalan tlndakan Pelayanan Pubhk

12.

Set1ap Orang adalah orang perseorangan kelompok ’

'orang, dan/ atau badan hukum



13.

14.

16.

17,

18.

Masyarakat adalah seluruh p1hak ba1k warga negara -

. maupun penduduk sebagar orang-perorangan,

kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik
secara langsung maupun tidak langsung. -

Standar Pelayanan adalah tolok ~ukur yang

d1pergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan pemlalan kualitas pelayanan

~sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara _kepada

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,

cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang
‘berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang

- terdapat dalam standar.

Sistem Informa31 Pelayanan Pubhk yang selanJutnya

disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan

_yang meliputi penyir'nfpan‘an' dan pengeloiaan in’formas}i.

serta mekanisme penyampaian informasi dari

Penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya

- dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf

Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta

_ disajikan secara manual maupun elektromk

Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya dlsebut}

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan
tanda-tanda yang mengandang ‘nilai, makna dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, dldengar dan dibaca yang d1sa31kan‘
dalam berbaga1 kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknolog1 1nforma31 dan komun1kas1
secara elektromk maupun nonelektromk o
Dokumentas1 adalah pengumpulan pengolahaﬂ
penyusunan dan pencatatan' dokumen, data ‘gambar

dan suara untuk bahan 1nformas1 publik.



19.

20..

Pejabat Pengelola Informasi dah Dokufné_:ntasi yang
' selanjutnya disingkat PPID '_adalah pejabat yang
.bertang'gungv ‘jawab  di  bidang penfyimpanan,
‘pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

informasi di Badan Publik.

‘Ombudsman }adalah lembaga negara yang -mempuﬁyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan

Publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara

" negara dan _ pemerintahan termasuk  yang

| diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan

~ usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara

serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi

tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu |

- yang sebagxan atau seluruh dananya bersumber darl' :

~ APBN dan/atau APBD.
21.

_ publik- antar para pihak melalui bantuan baik oleh

Mediasi adalah penyelesalan sengketa pelayanan‘

Ombudsman sendiri maupun melalu1 medlator yang

a dibentuk oleh Ombudsman.
22.

Ajudikasi adalah proses vpenyelesaian sengketa

pelayanan publik antara para p1hak yang d1putus oleh

23.

| Ombudsman

Penilaian Klnerja adalah suatu proses penilaian dan

-pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang

atau umt-umt kerja dalam satu orgamsam sesua1

o dengan 1nstrumen yang ditetapkan.
24.

- digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik

Indeks  Pelayanan Publik adalah indeks yang

o di lirigkungan Kementeriah, lembaga, dan Pemerintah

~ daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan

 Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana

Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik,

- Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek InOvasi.



25,

Péngaduariz adalah penyaniinaian keluhan yang
disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduanﬂ-
pelayanan pubhk atas. peIayanan pelaksana yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan atau pengaba1an,}

kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh

a penyelenggara.

26.

27.

28.

29,

30.

Pengadu adalah set1ap Orang yang dn'uglkan oleh R

Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan pubhk'

sebaga1 akibat tidak dllaksanakan kewapban dan / atau
dilanggarnya larangan atau pemberian pelayanan yang.
tidak sesuai dengan standar pelayanan ) o
Konsultasi adalah " mekanisme mterakuf antara' "
pemberi layanan 'dan pengguna layanan untuk
menyelesa1kan persoalan tertentu balk sebelum atau
pada saat pelayanan dlbenkan

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan Jems-?‘ '
pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif
orisinil  dan/atau 'adaptasi/modiﬁkasi yang.
memberikan manfaat bagi mé{syarakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung. ‘ | |
Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan

pengelolaan' dalam pembenan pelayanan yangv;

' dllaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh
- sistem pengendalian mana_]emen guna mempermudah -

» mempercepat dan mengurangi blaya

Kode Etik Pelayanan Publik yang selanjutnya d1sebut :

Kode Etik adalah aturan, norma, pedoman sikap,

perllaku perbuatan tulisan dan ucapan, serta hakv_'
dan kewa_uban yang wajib dlpatuhl dan dilaksanakan

oleh Kepala Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan

Publik dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan

kepada pengguna layanan.



. 31.

‘pelayanan yang di]éksanakah secara berﬁngkvatv dengan

32,

Pélayanan Berjenjang adalah penytelenggaraén

meriyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan
pilihan kepada masyarakat pengguna pélayanah
dengan tetap memperhatlkan prinsip keadllan dan
proporsxonahtas

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas \Rrilayah yahg berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat' "s:etvempat berdasarkan

v 'prakarsa masyarakat hak asal usul, dan / atau hak

33.
' chsebut_ SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan

34.

35,

~ tradisional yang d1aku1 dan d1hormat1 dalam 31stem

pemermtahan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia.

- Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya

mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang

,berhak d1peroleh setxap masyarakat Desa secara

m1n1mal

Mal Pelayanan Pubhk yang selanjutnya dxsmgkat MPP

adalah tempat berIangsungnya.keg1atan atau aktivitas

penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa

‘dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan

pe‘rluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat

~ maupun - daerah, “serta v pelayanan |

BUMN/BUMD/ swasta ‘dalam rangka _menyedlakan

pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan

- nyaman., o
Penghargaan adalah pengakuan atau apresiasi atas s )

‘prestam Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan

Publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang

| ,‘ dilaksanakan secara adil dan Objektlf

- 36.

‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya dlsmgkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan Pemermtah Pusat yang dltetapkan dengan

undang~undang



37.

38,

39.

40.

(1)

@)

Aﬁggaran Pendapatan dan _Bellanjéi Daerah Pfo{rinsi
yang selanjutnya diéebut”v"APBD Provinsi adalah:
rencana keuangan tahunan Daerah Provmsx Jawa
Tengah yang dltetapkan dengan Peraturan Daerah
Prov1n31 Jawa Tengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangv |
selanJutnya d1smgkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan :Daerah yang ditetaﬁkan’ ‘dengan Peraturan
Daerah. - ' o .

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dlsmgkat |
BUMN adalah badan usaha yang seluruh ~atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan ﬁéaha} yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

’ Baglan Kedua _
Maksud ’I‘ujuan Asas dan Ruang ngkup

» B Pasél 2 . _
Peraturan Daerah ini"‘dimaks'udkan‘.’untuk memberikan
kepast1an hukum dalam hubungan antara Masyarakat -
dan/atau  penerima layanan publik dengan
Pe'nyelenggara dalam'Pclayanan-Publik.
Tujuan Pelayanan Publik adalah: - |
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas

tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan
 kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan "

v Penyelenggara Pelayanan Publik di Daerah;
b.  terwujudnya sistem penyelenggaraan Pelayananz‘
~ Publik yang layak dan baik sesuai dengan

- asas-asas umum pemerintéhan, dan korporasit

. yang baik di Daerah;

c. 'terwujudnya perlmdungan dan kepastlan hukum

_ bagl - Masyarakat dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik; dan B



. d. ,terpenuhinya penyelenggaraan Peiayanar;-'

Publik sesuai dengan ‘ketentuan - peraturan -

perundang-undangan.

| Pasal 3

'Pényelenggaraan . Pelayanan, Publik diiaksanakan-

berdasarkan asas: e

SR oM A0 T

Pt
H

R

‘kepentingan umum;

kepastian hukum;

- kesamaan hak;

'keselmbangan hak dan kewapban

keprofesxonalan, i

partisipatif;

persamaan perlakuan /tidak d1skr1m1nat1f

keterbukaan;

' f’akuntablhtas,

fasilitas dan peﬂakuan khusus bag1 kelompok rentan;

. ketepatan waktu; dan

. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

Pasai 4

Ruang hngkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini,

mehputl

a.
b.

-ruang lingkup Pelayanan Pubhk

Pembina, Penanggung Jawab, ~dan organisasi

Penyelenggara;

. MPP;

. kerja ‘sama Penyelenggara dan penyelenggaraan

Pelayanan Pubhk di Pemerintahan Desa,

hak, kewajlban dan larangan;

f. penyusunan, penetapan, maklumat dan penerapan

‘ pelayanan,

pemanfaatan teknolog1 1nforrna51, '

pemantauan dan evaluasi;

. peran serta Masyarakat;

pengawasan;

penyelesaian pengaduan; dan



" b. tindakan administratif oleh instansi non Pemerintah
yang' diwajivbkan oleh .neéafa | dan diatur dalam
| peratui‘an perundang-tindangan, ' "sei'taﬂ,:diterapkanv
berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

(3) T 1ndakan admlmstratlf oleh . instansi ’ Pemerintah»

Daerah sebagaimana dtmaksud pada ayat (2) huruf a -

d1se1enggarakan dalam bentuk- pelayanan pembenan'
dokumen berupa perlzlnan dan non perizinan.
(4) vDokurnen} ‘berupa perizinan dan non‘ perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) fnerupakan
keputusan admlnlstra31 Pemermtah Daerah bersifat

penetapan

(5) Perizinan dan non perlzman sebagalmana dimaksud

' pada‘ ayat (4) diselenggarakan melalui Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 -

* Ketentuan lebih lanjut mengenai'manglingkup dan rincian

jenis Pelayanan Publik sebagaimanav dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupat1

BABIII
PEMBINA PENANGGUNG JAWAB DAN ORGANISASI
PENYELENGGARA

TBagiaﬁn Kesatu;

Pembina dan Penanggungjawab

_ Pasal 10 _
(1) Bupau selaku pemblna penyelenggaraan Pelayanan'
Publik di Daerah. o
(2 Pembina sebagmmana dlmaksud pada ayat (1)
| mempunyal tugas meIakukan pembinaan,
pengawasan dan evalua31 terhadap pelaksanaan tugas .

penanggung Jawab



f;?féf'

o berkewapban melaporkan penyelenggaraan Pelayanan o

"‘vPembma sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)1{‘1}-}-

E .Pubhk kepada DPRD dan Gubemur Jawa Tengah

Pasal 11

" oleh pemblna

i s } (‘2) .:v.Penanggung Jawab sebaga1mana dlmaksud padaV -

‘»ayat (1) mempunyal tugas sebaga1 ber1kut

o »Av'-a.v-jj mengkoordmasﬂ{an kelancaran penyelenggaraan C

- C :}:‘ melaporkan kepada .}"1‘}3é'r.'nb’ina pelaksanaan":‘_"5}:':;;

. Pelayanan Pubhk Sesual dengan standar pelayanan: .

I pada setlap Perangkat Daerah

b. ‘v"melakukan evaluam penyelenggaraan Pelayanan 3

- Publik; dan_

: Zpenyelenggaraan Pelayanan Pubhk d1 Daerah

. Bag1an Kedua R

OrgamsaS1 Penyelenggara s

Pasal 12

Perangkat Daerah beserta umt pelaksana tekms dliib

. llngkungannya dan BUMD merupakan Orgamsasr_ B

| Penyelenggara

o (2) »“,Organ1sa81 o PenYelenggara berkeWajlban o

o menyelenggarakan Pelayanan Pubhk

Penyelenggaraan Pelayanan Pubhk 'fsebagaima_na S

" }»f'ldlmaksud pada ayat (2), mehputl o o

"ﬁ”rﬁfafkif??Pf

pelaksanaan pelayanan, E - AT
..’pengelolaan pengaduan Masyarakat o
pengelolaan 1nformaS1, E |

) 'pengawasan 1nterna1 P
‘Penyuluhan kepada Masyarakat dan' o L

. pelayanan konsultaS1

Penanggung Jawab penyelenggaraan Pelayanan Publik ::,:,v;
adalah Sekretarls Daerah atau peJabat yang d1tunjuk' PR



R (4) Kepala Perangkat Daerah dan P1mp1nan BUMD -

B ;,mempunya1 tugas Sebagal benkut

o a : mengkoord1na31kan kelancaran penyelenggaraan R

 Pelayanan Publik di hngkungan Perangkat Daerah.”i‘j B

-ffdan BUMD sesua1 standar pelayanan, :‘ ' - a

L b. ’,:melakukan evalua51 penyelenggaraan Pelayanan, .
et .Pubhk dan ' -

| (2‘)».'

o b. 'menmgkatkan daya samg global daiam membenkan S

c vmelaporkan penyelenggaraan Pelayanan Pubhk d1 o

‘:’f‘,’hngkungan Perangkat Daerah dan BUMD yang '

o f-}bersangkutan kepada pernbma f 3

MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 13

" Pelayanan Pubhk yang cepat mudah terJangkau,{-’,,:.é |

| “"'aman dan nyaman dﬂakukan pengmtegraman B
- Pelayanan Pubhk pada MPP LT R o
:'A.MPP sebagalmana d1 maksud pada - ayat (1),»:‘ { i
’mempunyal tuluan sebaga1 berlkut L e ‘
o a :memberlkan RS kemudahan kecepatan _' o
o ”-:keter_]angkauan keamanan dan kenyamanan R

’ kepada . masyarakat dala_m o mendapatkan o

| i | ’pelayanan, dan

o .'-j{;kemudahan berusaha

L : '(1) : | :
o ‘dlselenggarakan v oleh Perangkat Daerah }yang

menyelenggarakan urusan Pemenntahan ) bl dan g |

Pasal 14

MPP sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3_

CE vPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu :
@

g perlzlnan dan non perlzman yang menjadl kewenangan ’

‘Ruang lmgkup MPP . me11put1 seluruh pelayanan 8

o Pemermtah Pusat Pemermtah Prov1n31 dan Daerah . :
: q;:}"vaserta pelayanan BUMD / BUMD / swasta ’

Dalé.rh‘ rangka ' mewu_]udkan penyelenggaraanf L




Pasal 15

E ',_:fKementenan/ Lembaga/ Pemerlntah Daerah lamnya, o
serta pelayanan BUMN/BUMD/ swasta R

Perangkat Daerah sebagalmana dlmaksud dalam",{bﬁ

| Pasal ‘14 ayat (1) menglkutsertakan pelayanan

'Bergabungnya pelayanan yang d1selenggarakan oleh;}f“: .

o v Kementerxan/Lembaga/Pemermtah Daerah lamnya R

" BUMN /BUMD/swasta berdasarkan kesepakatan yang‘_‘;_‘- L

. "'dltuangkan dalam Nota Kesepaharnan

| (3) -v"Nota Kesepahaman sebagalmana :- dlmaksud pada'

ayat (2} d1tmdaklanjut1 dengan perjanpan kerja sama

- para plhak . dalam rangka penggunaan '_'v‘.danv

‘.."pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan‘

v’.ruangan dalam gedung dan sarana prasarana_ R

o }dan/ atau fasﬂltas yang ada

}(v4) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedungf?f, T

'dan Sarana prasarana dan / atau fasﬂltas sebagalmanaj‘ ISR

'_dlmaksud pada ayat (3) dllakukan sesua1 dengan]'.‘_'vj_;

| ketentuan peraturan perundang—undangan

Pasal 16

- ertentuan leblh lan_]ut mengenau MPP "'éebagéimaﬁ'a: .

L dlmaksud dalam Pasal 13 sampa1 dengan Pasal 15 dlatur.. '3:;},]}“' -

. :, ‘ dalam Peraturan Bupatl

. : BAB\/ SR
KERJA SAMA PENYELENGGARA NP

S Pasal 17

AT ,}":v_‘f,,"i_(l) Keglatan teknls operasmnal pelayanan dan/ atau

pendukung pelayanan dapat d11akukan kerja sama |

. antar Penyeienggara



@)

)

@)

Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup
kewenangan dan tugas Pelayanan Publik tidak dapat
dllakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya
dan/atau dalam keadaan darurat Penyelenggara dapat k
meminta bantuan kepada Penyelenggara lam yang

mempunya1 kapasn:as memadai.

Pasal 18 , »
Pe‘nyelenggara' dapat melakukan kerja sama dalam
bentuk penyerahan sebagian ‘tugas penyelenggaraan

Pelayanan Pubhk kepada pihak Iam, dengan ketentuan

'sebaga1 berikut:

a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pelayanan

- Publik dituangkan sesu_au; dengan ketentuan
- peraturan perundang-undaimgan-f dan  dalam
pelaksanaannya didasarkan pada  standar
: pelayanan | | | | .

b. Penyelenggara ‘berkewajibérll - menginformasikan -.

perjanjian kerja sama kepada masyarakat;

' ¢. tanggung jawab pel‘akSanaa'nv kerja sama berada

 pada penerima kerja sama, sedangkan tanggung
- jawab penyelenggaraan secara ményeluruhv berada
- pada Penyelenggara; B | R
d; ‘informasi tentang identitas p1hak lam dan 1dent1tas .
’ Penyelenggara 'sebagai penanggung Jawab keglatan -
harus dicantumkan oleh Penyelenggara pada
- tempat yang mudah diketahui masyarakat; dan
e. Penyelenggara dan pihak lain harus
- mencantumkan alamat '}te_;mpat' mengadu dan

sarana untuk menainpung:’ keluhan masyarakat

yang mudah dlakses antara lain telepon ‘pesan o

| 1ayanan sxngkat (short message service / sms) Iaman*
- (website), pos-el (e-mail) dan kotak pengaduan.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

’berbadan hukum Indonesia sesua1 dengan ketentuan

peraturan perundang undangan ,



(3)

a

@

3)

(1)

()

)

Kei‘ja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) tidak membebani Masyarakat.

Pasal 19

Dalam rangka menmgkatkan eﬁ31en31 dan efektivitas
Pelayanan Publxk Pemerlntah Daerah ~dapat
melakukan kerja sama dengan Pemermtah Desa. |
Kerja sama sebagalmana dlmaksud pada. ayat (1),
mehputl »,,keglatan yang . berkaitan dengan teknis
opei'asional pélayanan dah/ atau  pendukung
pelayanan. | - o

Tata cara kerja ‘sama - sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan fpenugésar'itfl sebagian

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
keWe‘nangv’ian’ ‘ Pernerintah Daerah- kepada Desa
dilakukan penyederhanaan Pelayanan Pubhk

Pelaksanaan penugasan sebagalmana dlmaksud pada |

ayat (1) merupakan penugasan, sebaglan pelaksanaan

urusan Pemerintahan yang menjadl kewenangan-

Pemermtah Daerah kepada Pemerintah Desa.
Penugasan kepada Pemerintah Desa sebagalmana
dimaksud - pada ayat (2), f dllaksanakan dengan
memperhatikan: : - -

a. kemampuan sumber daya manusxa di Desa

b. selektivitas dalam pelaksanaan dan

c. sarana dan prasarana pendukung

Ketentuan | lebih 181’1]1.111 'mengenax persyaratan

' penetapan Desa yang dlbenkan penugasan dan

penetapan jenis pelayanan yang “akan dxtugaskan
sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) diatur.dalam

Peraturan Bﬁpati.



1)

@

ayat (1), mehpuu pelayanan atas barang pubhk jasa

3).

“

)

' mempunya1 tu_]uan sebagai berikut:

(6)

(7)

BAB VI | |
PELAYANAN PUBLIK DI DESA |

‘Pasal 21

Perherintah Desa berténggung jawab mewujﬁdkan .

. penyelenggaraan Pelayanan Pubhk Kk epa da masyarakat‘ R

secara terbuka efeknf dan eﬁs1en

Pelayanan ‘Publik sebagalmana dlmaksud pada

publik, dan admlnlstra31 pubhk kepada masyarakat

sesuai dengan kewenangannya '

Pelayanan Publik sebagalmana chmaksud 'pada ayat (2} |

dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, Lembaga - |
: Kemasyarakatan Desa, Badan ‘Usaha Milik Desa
dan/ atau lembaga lain yang sumber_ pcmb1ayaan

kegiatanhya_ berasal baik sebagian atau seluruhnya =

berasal dari Anggaran Pendap_atan dan Belanja Desa. :
Dalam rangka mendekatkan dan’ mempermudah |
Pelayanan Publik yang terbuka, efektif, dan efisien,
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa'
menerapkan SPM Desa. R

SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

a. mendorong percepatan pelayanan i ’kepada
masyarakat; | '

b. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai .
kewénangaﬁnya secara prima; dan |

c. sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja
Pemerintah Desa. ,

Ketentuan leblh lanjut mengenai penetapan SPM Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam

Peraturan Bupati. -

‘Dalam rangka  mewujudkan penyelenggaraah
- Pelayanan Publik di Desa’vsecara terbuka, efektif, dan

_efisien, Pemerintah Desa dapat menetapkan Peraturan

Desa.



a,

S b.‘,

.;maklumat pelayanan’ R

| } BABVII T
HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN»_"; I

Bag1an Kesatu _' f

S Hak dan Kewapban Penyelenggara LR

Pasal 22

, vPenyelenggara mem111k1 hak sebaga1 benkut o
,"memberxkan pelayanan tanpa dlhambat p1hak 1a1n yang . -
':bukan tugasnya o ny S
,melakukan ker]a sama » v_ o
‘mempunyal anggaran pemblayaan penyelenggaraan e
: Pelayanan Pubhk , f o o ‘ v_
_melakukan pembelaan terhadap pengaduanl dan " o

: tuntutan yang. tldak sesual dengan kenyataan dalam‘ ': -
"v,penyelenggaraan Pelayanan Pubhk dan | B :
.::,:'._‘menolak permmtaan pelayanan yang bertentangan S

3 -dengan ketentuan peraturan perundang uﬂdang an. | R

Pasal 23

. " vPenyelenggara mempunya1 kewajlban sebaga1 berlkut

menyusun dan menetapkan standar pelayanan

vmenyusun ' menetapkan B .dan ;‘ mempubhkasxkan:‘v,f’vl‘fj"‘:"‘v s

.-~menempatkan pelaksana yang kompeten’ TRt
menyed1akan sarana prasarana dan / atau fasﬂltasi "

..Peiayanan Pubhk yang mendukung ter01ptanya 1k11m B

pelayanan yang memadal,

membenkan pelayanan yang berkuahtas sesua1 dengan' ‘
asas penyelenggaraan Pelayanan Pubhk v ' “
melaksanakan pelayanan :‘ sesual dengan sfandgf
”pelayanan T R | g | " |
."f}'berpartls1pas1: aktlf dan : bvméfi’vlafﬁhi | 'Péfat‘-iféﬁf'_:”f

perundang—undangan '**yan'g terkalt - fv*-'de‘nvgan}
v,f'penyelenggaraan Pelayanan Pubhk - - _- : L
memberlkan pertanggung]awaban terhadap pelayanan‘;

yang d1selenggarakan, .




SR i.',"v:membantu masyarakat dalam memaharm hak danf.

ﬁtanggung Jawabnya - v v
) j."“g‘bertanggung _}awab dalam pengelolaan. Orgamsasr :

penyelenggara Pelayanan Pubhk

ﬁ:‘;i k membenkan pertanggung]awaban sesua1 dengan hukum- o

j_'_:fyang berlaku apablla mengundurkan dm atau
o _melepaskan tanggung Jawab atas pOSlSl atau Jabatan '

o 1 memenum panggllan atau mewaklh Orgamsam untuk o

hadlr atau melaksanakan permtah suatu tindakan iv o

v _.}hukum atas permlntaan pe]abat yang berwenang dar1

'-lembaga negara atau 1nstans1 Pemerlntah yang berhak o

LT berwenang, dan sah sesua1 dengan ketentuan peraturan o

perundang—undangan

Baglan Kedua

o Kewa_uban dan Larangan Pelaksana

- Pelaksana mempunya1 kewa31ban sebaga1 benkut: " :’, e ' R
G a. melakukan keg1atan pelayan an -‘ sesuau dengan‘f o

- “ penugasan yang d:berlkan oleh Penyelenggara

',_,',:.’..:bb.',memberlkan pertanggung]awaban atas pelaksanaan "

o pelayanan sesua1 : dengan . ketentuan peraturan,"-‘ff

R perundang—undangan, '

| ‘”f‘»b”.v'-memenuh1 panggllan untuk hadlr atau melaksanakan’;_ S

f;permtah suatu tlndakan hukum atas permlntaan »

‘jpejabat yang berwenang dar1 lembaga negara atau‘}"fz'f‘.-_""

1nstanS1 Pemermtah yang berhak berwenang, dan

 sah sesueu dengan ketentuan peraturan'f--" R

o .perundang undangan,

do memberikan - B pertanggung]awaban apabllaf B

’,‘;}mengundurkan d1r1 , atau melepaskan | tan ggung

h ‘Jawab : sesua1 , dengan ketentuan peraturan'_:ff,’ -

‘e."»"_zmelakukan evalua31 dan membuat laporan keuangan

' : dan kmerja kepada Penyelenggara secara berkala



L e Pééa! 25
ff;_v;g,Pelaksana dllarang R .

S a. merangkap sebagal kormsans atau pengurus orgamsasif o

"1nstans1 Pemermtah BUMN dan/ atau BUMD

alasan yang Jelas rasmnal dan sah sesua1 dengan’ :
;ketentuan peraturan perundang undangan '5 ‘

P c menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara o

-jusaha bag1 pelaksana yang berasal dar1 11ngkungan::v

b v'_‘memnggalkan tugas dan kewapban kecuah mempunyaz e

d membuat per]anjlan kerJa sama dengan plhak lain tanpa R L

| ’persetUJuan Penyelenggara dan )

S | gﬂ}_melanggar as as penyelenggafaan Pelayanan Pubhk

Bag1an Ketlga

Hak dan Kewajlban Masyarakat

Pasal 26

Masyarakat mempunyal hak sebaga1 berlkut

B a mengetahux kebenaran 1Sl Standar Pelayanan, : -

-~ b.. mengawa31 pelaksanaan Standar Pelayanan

'c'.,i_f_mendapqtv ) tanggapan _» terhadap pengaduan : yang

L diajukan;

’pemenuhan pelayanan

dlberlkan tldak sesuai dengan Standar Pelayanan, S

A mendapat  advokasi,  perlindungan, danjatan

e membentahukan kepada lepman Penyelenggara'

 untuk memperba1k1 pelayanan ‘apabila. pelayanan Yang,f': SO

' »ﬂ.f. , v'membentahukan kepada pelaksana untuk memperba1k1 _, 2o

. pelayanan apablla pelayanan yang dlberlkan t1dak_'

< sesuai dengan Standar Pelayanan R

- g fimengadukan pelaksana yang melakukan penylmpanganf R

”Standar Pelayanan dan / atau tldak memperbaxkll'ﬂ!.-.:»- o
. Apelayanan kepada Penyelenggara dan Ombudsman RN

'}}vh; ‘,mengadukan Penyelenggara 5 yang ' melakukan}{‘.}.vfjj’s‘:‘f“-“»-'-”'

penylmpangan Standar Pelayanan dan/atau tidak R

- memperba1k1 pelayanan kepada pembma Penyelenggaraf' |

? dan Ombudsman dan



i.

mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan

~ asas dan tujuan pelayanan.

Pasal 27 -

Masyarakat inempunyai kewajiban, ‘sebagai berikut:

a.

mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagalmana

‘ d1persyaratkan dalam Standar Pelayanan, '

ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana,

~ dan/atau fasilitas Pelayanan Publik; dan

berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang

terkait den'g'an penjfelehggaraan Pelayeinan Publik.

BAB VIII

' PENYUSUNAN, PENETAPAN, MAKLUMAT, PENERAPAN

)
@)

NG

)

(9)

STANDAR PELAYANAN, DAN PELAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu

- Penyusunan Standar Pelayanan

Pasal 28
Penyelenggara Wajlb menyusun Standar Pelayanan
Penyusunan  Standar Pelayanan sebagaxmana
dimaksud pada ayat (1) d1dahulu1 dengan penylapan
rancangan Standar Pelayanan | o
Penyelenggara dalam menyusun rancangan Standar

Pelayanani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

* mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Penyusunan  rancangan . Standar Pelayanan
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mengacu pada
ketentuan .teknis yang telah dltetapkan dalam}
peraturan pemndang-undangan B

Hasil pembahasan rancangan Standar Pelayanan

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1tuangkan .

dalam berita acara penyusunan Standar Pelayanan SR

dengan dllampm daftar hadir dan tanda tangan
peserta rapat |




(6)

(1)

=

Raﬁcangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud

. pada ayat (1), pahng sed1k1t memuat komponen sebaga1
: ‘berlkut '

. dasar hukum;
. persyaratan -

31stem mekanisme, dan prosedur,

a.

b

c

d. Jangka waktu penyelesalan

e. biaya/tarif;

f produk pelayanan, ‘ _}

g. sarana, prasarana, dan/atau fasﬂltas |

h. kompetensi Pelaksana; '

. pengawasan internal; ‘

J- penanganan pengaduan saran dan masukan

k. jumlah Pelaksana; | o

1L jaminan pelayanan yang m.emberikah‘ 'kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar

Pelayanan;

m. Jamman keamanan dan keselamatan pelayanan

dalam bentuk komltmen ‘untuk memberikan
rasa ‘vaman, bebas dari bahaya, dan risiko
keragu-raguan; dan L B

n. evaluasi kinerja PclakSana.

_ Pasal 29 _ ‘
Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan, terdiri |
atas: !  ) .
a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan
_ proSes pelnyampaian’ pelay‘aﬁan (service delivery),
meliputi: | | - '
persyaratan; 3
31stem mekamsme dan prosedur,
jangka waktu pelayanan
bxaya/ tarif;

produk layanan; dan

'@@:ﬁ.wsor

penanganan pengaduan, saran, dan masukan.



R proses - pengelolaan pelayanan d1 1nternal

b Komponen standar pelayanan yang terkalt dengan: RSN

R ":0rgan1sa81 (manufacturmg), mel1put1 j :; - vv"?.

*i}f?]if 
DU B "Pelayanan

.:,Pelayanan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlatur'

dasar hukum LR .
sarana dan prasarana dan/ atau fas111tas

kompeten31 pelaksana

Pengawasan 1nterna1 E
».Jumlah pelaksana, .

. Jamman pelayanan, T

h "pelayanan, dan SRR

- 8}.‘ jevalua31 kmerja pelaksana

_Teknlk penyusunan rancangan Standar Pelayanan
o dllaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturanvf e

o - fperundang—undangan

Bag1an Kedua

Penetapan Standar Pelayanan '

Pasalso ff»7?~

Penyelenggara wapb melakukan penetapan Standar]y
Ketentuan lebih Ianjut mengena1 penetapan Stan dar' T

- dalam Peraturan Bupat1

Baglan Ketlga

. : Penetapan Maklumat Pelayanan N

Pasal 3 1

B Penyelenggara Wa_]lb menyusun dan menetapkan . -
v Maklumat Pelayanan i "

Maklumat Pelayanan harus dlpubhkasxkan rnelalui .

o medla yang mudah dlakses Masyarakat

@0

Ketentuan leb1h lanJut mengena1 penetapan Maklumat:ff. ’

o Pelayanan sebaga1mana d1 maksud pada ayat (1) d1atur‘ )

o :vdalam Peraturan Bupat1

Jamlnan | keamanan " dan  keselamatan = -



: (2)

- pada ayat (1) duntegramkan ke dalam R RS :

Baglan Keempat

- Penerapan Standar Pelayanan S -

Pasal 32 L e

.Penyelenggara wapb menerapkan Standar Pelayanan

Penerapan Standar Pelayanan sebagalmana dlmaksudf

. "a.",,perencanaan program, T

. penganggaran; - -

b
. "’v'pelaksanaan dan RURTRERRY
d

. ' v.pemantauan dan evalua31 haS11 penyelenggaraan :

o pelayanan

,Proses penerapan Standar Pelayanan mehpu»[1 R

Ca. 1nterna11sa31, dan el

m

.' perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu sesuax . o

A  b. Sos1ahsas1

o sos1a11sa81 sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) d1atur ST

Ketentuan 1eb1h lanjut mengenau 1nterna11sas1 dan . o

| dalam Peraturan Bupat1 \

Baglan Kehma |

Pelayanan Khusus |

Pasal 33

}' Penyelenggara Wajlb memberxkan pelayanan dengan o '

| . 7dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Masyarakat tertentu sebagalmana dlmaksud pada I

B S ayat (1), mehputl

.vpenyandang dlsablhtas .
.’Alanjut usia; o

. perempuan hamll

.}’anak dan o

korban bencana

'Pelayanan dengan perlakuan khusus_ sébvagaimvainva:- o

.""dlmaksud pada ayat (1) dapat bempa

ca. sarana dan prasarana khusus, o

b pr1or1tas pelayanan, dan / atau




(4)

c. bentuk kekhususan lain yang dltetapkan oleh-b R

Bupat1 ‘ o
Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) dlkenal sanksi sesua1 dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan |

" BABIX

'SISTEM INFORMASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

(1)

- {2)

(3)

(4)

" INFORMASI

Baglan Kesatu :

S1stem Informa31 Pelayanan Pubhk

Pasal 34 |

Dalam- rangka memberikan dukungan i‘nformas',iv‘ o

terhédap penyelenggaraan = Pelayanan  Publik |

\ diselenggarakan Sistem Infox‘masi di Daerah.

Sistem Inforrnasn sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) "
berisi semua informasi Pelayanan Publik yang berasalv
dari Penyelenggara di Daerah.

Penyelenggara berkewajiban ~ mengelola  Sistem

- Informasi yang terd1r1 atas mstem informasi elektromk B

atau non elektromk paling Sedlklt mehputl

a. profil Penyelenggara

- b. proﬁl Pelaksana;

c. Standar Pelayanan;

d.’Maklumat Pelayanan;

e. pengelolaan Pengaduan; dan‘}

f. pen11a1an kmer_;a ' : o v
Penyelenggara berkewajlban menyedlakan Informasx
paling sedikit sebagalmana dimaksud pada ayat (3)
kepada masyarakat secara - terbuka dan mudah

d1akses



)

: ‘Pelayanan Publik, Penyelenggara dapat memanfaatkan

@)

- masyarakat ‘terhadap pemanfaatan teknologi Informasi

(3)

(1)

(2

" Bagian Kedua  : |

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 35

Untuk memngkatkan | efekt1v1tas ‘dan efisiensi

teknolog1 Informa31

Penyelenggara membenkan kemudahan akses bagi

yang  disediakan sesuai ketentuan - peraturan
perundang undangan. | | : ' o
Pemanfaatan teknolog1 Informasi S’ebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan dengan tetap

_ memperhatlkan kondlsl ) dan menjamin  akses

Pelayanan Pubhk bagi rnasyarakat di Daerah. _
Ketentuan lebih lanjut mengenal pemanfaatan B

teknolog1 Informasi sebagalmana dxmaksud pada

- ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupat1

.BAB'x_ o
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

Pasal 36
Bupatl menetapkan Kode Et1k PeIayanan Publik
sebagai pedoman bagi Penyelenggara dan Pelaksana
Pelayanan Publik di Daerah dalam bersikap,

bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan

- Pelayanan Publik.

Kode Etik Pelayanan Pubhk sebaga1mana dlmaksud |

. pada ayat (1), mempunya1 tuJuan sebagai berlkut

a. menjaga martabat, kehormatan - dan 01tra
Penyelenggara, serta sebagai bentuk
‘profesionalisme ‘sumber daya manusia Pelaksana
Pelayanan Publ1k dalam melaksanakan tugas dan}

' kewa_]lbannya kepada masyarakat dan



'terjangkau dan terukur oleh Pemermtah Daerah L

R
E

b mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Pubhk

yang pr1ma berkuahtas : cepat mudah

yang ber51h dan bebas dan penlaku korup31

 evaluasi pada Perangkat Daerah selaku Orgamsasi; *}' ‘

ST - kolus1 dan nepohsme serta t1dak d1skr1m1nat1f
T Pubhk sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) d1atur R

Ketentuan leblh lanjut mengenal Kode Et1k Pelayanan "

o dengan Peraturan Bupat1

PEMANTAUAN DAN EVALUAS[

Pasal 37

Penyelenggara melaksanakan pemantauan “if_‘dén“‘. T

S ‘“Penyelenggara secara berkala dan berkelanjutan

Penyelenggara | melakukan upaya‘ _:‘-.‘penvlngkatanef:_-',v.;;_i

Berdasarkan has11 pemantauan. dan evaluam'

o ".-‘Pelayanan Pubhk

i a anahsxs dokumen

' Pemantauan dan evaluas1 dllakukan dengan

o b survel kepuasan masyarakat

e aYat (3) dlatur dalam Peraturan Bupatl EE R S S S

:i_ff:(i) .

o "-»'Pelayanan sampal dengan evalua31 dan pemberlan»'f'vf o

e wawancara dan e
R ."':;'d observaSI e

Ketentuan leblh lan_]ut | mengenm pelakSanaanf'{'
SR pemantauan dan evalua31 sebagalmana dlmaksud pada LR

BAB XII v
PERAN SERTA MASYARAKA’I‘

Pasal 38

“_Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan': o

' .,z-,f-.,f:vPelayanan Pubhk d1mu1a1 sejak penyusunan Standar:‘ o

. ) :"_v"'penghargaan e :




"(2)f

Q)

(1)

©

(1)

Peran serta niasyarakat sebagai;hana' dimaksud pada

ayat (1) diwujudkan dalam bentuk - kerja “sama,

'per'nex:luhan‘. hak dan keWajiban masyarakat, sérta

peran aktif dalam penyusunan kebgakan Pelayanan
Publik. | | | S |
_Masyarakaf dapat membentuk - lembaga' 'pe'ﬁgawasan
Pelayanan Publik sesuai dengaﬁ ketentuan peraturan

perundangfundangan;

Pasal 39

Perwujudan peran serta masyarakat sebagaimana

‘dimaksud dalam Pasal 38 adalah setiap Penyelenggara '

Pelayanan Publik dapat melakukan forum Konsultasi
Publik. - :
Penyelenggaraan forum Konsultasi Publik sebagaimana -
diinakszid .'.‘pada ayat’ (1) dilakSanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

| BAB XII -
INOVAST PELAYANAN PUBLIK

| | :‘Pasal 40
Dalam rangka meningkatkah kinérja penyelenggaraan
Pelayanan  Publik di ~Daerah, Penyelenggara

mengembangkan dan menerai)kan Inovasi Pelayanan

~ Publik.

@

Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada

~ayat (1) Wmeru'pakan Inova31 dalam penyediaan

pelayanan kepada masyarakat yang rnehputx proses

pemberlan pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi

- Jems dan bentuk barang/ jasa pubhk

(3)

Inovasi Pelayanan Pubhk dlselenggarakan berdasarkan

prinsip:

~a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;

| c. perbaikan kualitas pelayanan;




@

5 o thoooa

. tidak menimbulkan konflik kepentingan;

‘berorientasi kepada kepentirigari-'umum; |

dilakukan secara terbuka; :

.. memenuhi nilai kepatutan, dan | .

. ‘dapat dlpertanggung]awabkan has1lnya tidak untuk
kepentxngan dll‘l sendiri. ‘

Knterla Inovasi Pelayanan Pubhk mehputl o

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebaglan
~unsur dari Inovasi Pelayanan Publik; _

b. memberi manfaat | bagi Daerah b‘dan/ atau

'_ masyarakat;

' c. tidak mengakibatkan pembebanan - dan/atau |

pembatasan - pada masyarakat yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-uhdangan; |

d. merupakan umsAan Pemerintahan yang menjadi

, kewenangan Daerah; dan

- e. dapat bereplikasi.

)

(1)

(@)

Ketentuan lebih lanjut rnengena1 Inovasi Pelayanan

‘Publik sebagalmana dlmaksud pada ayat (1} dxatur

 dalam Peraturan Bupau

BAB XIV
PENGHARGAAN :

_ Pasal 41 ,

Bupati dépat membenkan Penghargaan kepada
Penyelenggara yang dinilai mem111k1 kinerja ‘Pelayanan
Publik terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
‘Penghargaan sebagaivmana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan memberikzin acuan, motivasi, dan penilaian .
t‘erhadap Kinerja Pelayanan Publik yarig dila{kukan oleh
Penyelenggara o untuk  meningkatkan kualitas
Pelayanan Publik. - |



(3

(4)

v (5)

(1)

@

@)

Kriteria - 'penilaian sebagalmana dimaksud pada
ayat (1), didasarkan pada: : '
a. aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas;
b. ketersediaan petugas yang siaga; dan
c. kepatuhan peJabat pegawau dan pelaksana ‘
terhadap Standar Pelayanan masmg masing bldang
‘pelayanan dan Kode Etik yang d1tetapkan ..
Dalam rangka = pemberian | Penghargaan bagi
Penyelenggara sebaga1mana dimaksud pada ayat (1),
Bupati ~membentuk Tim  Penilai vPembenan
Penghargaan. | ‘ | |
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria, 'tata cara,
dan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pelayarian

Pubiik diatur dalam Peraturan Bupati.

~ BABXV
' PENGAWASAN

Pasal42 |

Péngawaéan penyelenggaraan Pelayahan Publik
dilakukan oleh pengawas ‘internal dan pengawas
ekstemai.‘ | S " .
Pengawasan internal penyelenggéraan' _ Pelayanan
Publik sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dllakukan v
melalui: - o ‘ R
a. pengawasan oleh Atasan langsung sesuai dengan

ketentuan peratufan peruh}dang—ur‘xdangan; dan’
b. pengawasan oleh pengawas fungsmnal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan
Pengawasan eksternal  Penyelenggaraan Pelayanan
Publik sebagalmana dnnaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh

a. masyarakat

~ b. DPRD;»dan 3

C. Ombudsmah.



&)

(2)

f ‘(‘1)‘

@

. BAB XVI

~ SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

‘Bagian Kesatu

| . Pengaduan |

Pasal 43

Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan
Pelayanan Pubhk kepada Penyelenggara Ombudsman
dan DPRD. _ - , .
Pengaduan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),'
dilakukan terhadap: _ , ‘
a. 'Penyelenggara yang tldak melaksanakan kewaijan
- dan/atau melanggar larangan dan ‘ .
b."Pelaksana yang memben pelayanan yang tldak

~ sesuai dengan Standar Pelayanan

v ) Pasal 44
Perigaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
d1aJukan oleh Setlap Orang yang dxmglkan atau oleh
p1hak lain yang menerima kuasa untuk mewaklhnya

Pengaduan sebagaxmana dlmaksud ~pada ayat (1)

* dilakukan pahng lambat 30 (t1ga puluh) hari terhitung

sejak Pengadu menerima pelayanan. -

Pengaduan dlsampalkan secara tertulis, palmg Sedlklt

memuat: '

a. ‘nmama dan alamat lengkap, , _

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar
Pelayanan dan uraian keruglan materiil atau
“immateriil yang diderita;

c. permintaan penyelesaxan yang d1aJukan dan

d. tempat waktu penyampaian, dan tanda tangan

Pengadu dapat ‘memasukkan tuntutan ganti rugi

dalam surat pengaduannya sebagalmana dimaksud

pada ayat (3).



Dalam keadaan tertentu nama dan 1dent1tas Pengaduﬁ

}dlrahasmkan

}iayat (3) dxsertax dengan bukt1 sebaga1 pendukung

B Sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
""penyelenggara dan / atau - pelaksana berkewapban L

‘memberxkannya sesua1 dengan ketentuan peraturan .

Pasal 45

:‘» Pengaduan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 44 o

SR I | ::pengaduannya
- (2]

- »dengan pengaduannya dar1 penyelenggara dan/atau -

Dalam hal Pengadu membutuhkan dokumen terkalt"

’ pelaksana untuk | mendukung pembukuan'_ o

perundang—undangan

- Pasal 46

” Pengaduan ]

- (.-’2)‘{ . Tanda terlma pengaduan sebagalmana dxmaksud pada )

Co ayat (1), pahng sed1k1t memuat

e a'.'v.i1dent1tas Pengadu secara lengkap,

b ura1an pelayanan yang tldak sesuau dengan Standar.lf" -

: ,'Pelayanan,

" c. 'tempat dan waktu penenmaan Pengaduan, dan

Penyelenggara sebagalmana dunformamkan oleh plhak', S

"’,dv.t-tanda tangan serta nama pejabat/ Pegawal Yangf.f :

menerima Pengaduan

‘vPenYelenggara B Wajlb . menanggapl Pengaduanjii-’Lv?;f»},,
masyarakat palmg lambat 14 (empat belas) han o
SR i:ﬁ:terhxtung sejak Pengaduan dxterxma e e o _
e (4) Dalam hal materi aduan tldak Iengkap, 4 Pengadu'-f':"‘;:""3[5‘  5}  :'
- . ‘melengkapl maten aduannya pahng ‘lambat 30 (tlga'ff f

o ’.puluh) hari. terhxtung sejak rnenenma tanggapan dar;"':»_"‘l o

o N . penyelenggafa




; T
[

Dalam hal berkas Pengaduan tldak dllengkapl dalam"‘

: 'waktu sebagalmana d1maksud pada ayat (4) Pengadu'

T :‘”d1anggap mencabut pengaduannya o

.v""(‘l')v,ff Péﬁyél‘e'ri‘gg”éraf . Waj;b memerlksa o Pengaduan
e Pengaduan sebaga1rnana dlmaksud pada ayat (1)

o dllakukan ' sesua1 ; dengan ketentuan peraturan”:f’.'}'}' L

Pasal 47

Pengaduan terhadap Pelaksana d1tu1ukan kepada‘ o L

e VAtasan Pelaksana S . "

ST Atasan Satuan Ker]a Penyelenggara B
R )

. korpora31 dan lembaga 1ndependen dltu_]ukan kepada_v

Pengaduan terhadap Penyelenggara dltujukan kepada

Pengaduan terhadap Penyelenggara yang berbentuk_.

- :‘fj}i“_pejabat yang bertanggung Jawab pada lnstansp R R

CL Pemermtah yang membenkan m151 atau penugasan

Baglan Kedua

Penyelesa1an Pengaduan

Pasal 48

; rnasyarakat

Proses pemenksaan untuk memberlkan tanggapanj o

o - *perundang—undangan

@
,harus berpedornan pada pr1n31p 1ndependen non‘vv ‘

fd1skr1m1na31 tldak memlhak dan tldak mernungutvt L |

Dalam memerlksa rnaten Pengaduan Penyelenggara"’"v S

 biaya
@

‘Dalam hal Pengadu keberatan dlpertemukan denganv_ SR
‘ plhak teradu karena alasan tertentu yang dapat D

g _»"mengancarn atau meruglkan kepentlngan Pengadu’ "

o dengar pendapat dapat dllakukan secara terplsah




- ®

)

()

@
@

4)

8

Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihék
| pengadu menguraikan kéi‘ugian‘ yang ‘ditimbul‘i{an
akibat pelayanan ‘yang tidak sesuai dengan sttanc-iar
pelayanan. }-

' Pasal4'-9:f'"v" |
Dalam hal melakukan pemefiksaan niai:éri Pengaduan,
Penyelenggara wapb menjaga keraha31aan
Kewa_uban ‘menjaga  kerahasiaan sebagalmana-
difnaksud pada ayat (1) tid'akvgugur setelah pimpinan
Penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari

_ Jabatannya ‘

, ~ Pasal 50 ,
Penyelenggara Wajlb memberlkan keputusan atas hasﬂ

pemeriksaan Pengaduan sebaga1mana dimaksud dalam'

‘Pasal 48 dan Pasal 49 dalam waktu paling lambat 60

(enam pquh) hari terh1tung sejak berkas Pengaduan
d1nyatakan Iengkap ' :
Keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus
cl1sampa1kan kepada pihak Pengadu pahng lambat 14
(empat belas) hari terhitung sejak dlputuskan '
Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan
sebagalmana di maksud pada ayat (1) memuat Jumlah
ganti rugi dan batas waktu pembayarannya B

Penyelenggara harus menyed1akan anggaran guna

membayar gantl rug1

Mekanisme dan. ketentuan pembayaran ganti rugi

"sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undé.ngan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, dan

penyelesaian Pengaduan sebagaimana - dimaksud dalam

Pasal 45 s'ampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan

~ ‘Bupati.



(1)
~ ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan
| ayat (3), Pasal 30 ayat (i), Paéai 31 vayat (1), Pasal 32

ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46

(2)

W

me a0 oo

BABXVI |
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52 H

Penyelenggara atau Pelaksana - yang 'vme‘zlangga‘rv

ayat (1) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49
ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1); ayat (2), dan ayat (4),

 dikenakan sanksi administratif berupa

permgatan lisan;

permgatan tertuhs - ,

penundaan kenalkan pangkat

penurunan pangkat; )

mutaS1 Jabatan, : ,
pembebasan tugas dan Jabatan dalam waktu

tertentu;

g pemberhentian dengah horrnat tidﬁéii{ atas

' permmtaan sendiri; dan/ atau

h. pemberhentlan tidak dengan hormat.

Setlap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi

| _administratif berupa:

a. peringatan lisan;

: permgatan tertuhs

b
- C. denda adm1mstra51, dan/ atau
d

. pencabutan izin/ fasxhtas yang menjadl kewenangan
Pemerintah Daerah. |

. Pasal 53
Sanksi bag1 Penyelenggara sebaga1mana dlmaksud
dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan kepada Atasan

~ Satuan Kerja P_enyelenggara. B



2) Péngér_iaan sanksi - sébagaimahé‘l dimaksud pada ‘.

ayat (1) d1lakukan oleh Atasan Satuan Ker_]a
| Penyelenggara yang bertanggung Jawab atas kegiatan
Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan

o perundang—undangan

(3) Pelanggaran yang deakukan oleh Penyelenggara}

sebagmmana dlatur dalam Pasal 43 ayat {2) yang
menimbulkan = kerugian  wajib  dibayar  oleh
Pényelchggara .~ setelah - dibuktikan - nilai
kerugiannya‘ sesuai dengah keténtuan' peraturan

pemndang-undangan.

, Pasal 54
Punpman Penyelenggara dan/ atau Pelaksana yang dlkenal
' sank31 sebagalmana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan
Pasal 53 ,_dapat dllanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga
peradilan umum, apablla Penyelenggara melakukan
perbuatan melawan hukum dan / atau Penyelenggara

melakukan tmdak p1dana

. BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah mx mulaz berlaku semua

Peraturan Bupati - yang mengatur mengenai Pelayanan -
Publik, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan deﬁgan ketentuan dalam Peraturan Daerah -

ni.

Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaén Peraturan Daerah

ini harus dltetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhltung
,se_]ak diundangkannya Peraturan Daerah ini,



Pasal 57 .

- Peraturan Daefah -ini mulai ‘be:r_iakuv‘. pada "tanggai

“diundangkan.

~ Agar Set1ap Orang mengetahumya memenntahkan

Diundangkan di

-pengundangan Peraturan Daerah .‘ ini dengan“ R

Apenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten'

Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
* pada tanggal 10 Desember 2020
BUPATI KARANGANYAR, -

ttd.

: JULIYATMONO -

Karanganyar

' pada tanggal 10 Desember 2020 - | ,
' SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, |

ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAI—IUN 2020 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
| PROVINSI JAWA TENGAH: (5 325/2020)

~ Salinan sesuai dengan aslinya

- SEKRETARIAT DAERAH

- KABUPATEN KARANGANYAR
- Kepala BagianlHukum,




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
' NOMOR 5 TAHUN 2020
| - TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

" 1. UMUM |
o Haklkat otonom1 ‘daerah adalah pembenan kewenangan kepadas
Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, menmgkatkan .
. . Pelayanan Pubhk dan meningkatkan daya samg Daerah.

‘Untuk mequudkan tujuan tersebut khusus menyangkut penmgkatan
Pelayanan Publik, maka kebljakan otonoml daerah harus dapat |
menmptakan ruang bagi partxsxpasx masyarakat dalam memleu kmerJa
Pemerintah Daerah. - Agar masyarakat dapat - berperan dengan baik.

" Pemerintah Daerah harus terbuka (transparan) dalam berbagal hal,

sehmgga pertanggung]awaban Pemerxntah Daerah kepada masyarakat

'(pubhk) menjach Objektlf dan waJar Hal ini selaras dengan tuJuan :
pembenan otonorm luas kepada daerah berdasarkan Undang- Undang
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhlr ‘dengan Undang Undang Nomor 11 .
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ' o |
- Berkenaan dengan perubahan paradigma tersebut dan dldukung
dengan tuntutan masyarakat yang semakm kuat, merupakan tantangan |
. bagl Pemerintah Daerah untuk memberlkan pelayanan -administrasi
Pemermtahan dan pelayanan umum yang lebih efektif dan efisien,
péfipurn'a dan transparan. ‘U’ntuk_v itu diperlukan inovasi ’bam ‘dalam
penyelenggaraan Pemérintahan yang meliputi reorieritasi kelembagaén
31kap aparatur, dan yang terpenting adalah adanya kemauan p011t1k
(political will) dari pemberl pelayanan pubhk ‘_ _
A‘ Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dengan kuahtas yang’
. layak sebahknya Pemerintah Waij memastikan bahwa publik telah
mendapatkan pelayanan yang layak. Untuk itu Pemerintah  perlu
mengatur hubungan antar warga negara (masyarakat) sebaga1 konsumen
Pelayanan Publik dengan penyelenggara Pelayanan Publik tersebut Salah
satu bentuk perlindungan terhadap konsumen Pelayanan Publik adalah |



. memberi ruang ‘dan perhatiah terhadap konsumén Pelayanan Publik

 untuk menyampalkan keluhannya khususnya untuk konsumen miskin,

. Adanya mekanisme pengelolaan keluhan (complamt mechamsm) yang baik

akan memberikan kontribusi yang positif terhadap ‘pemenuhan  hak

kOnsumen maupun terhadap peri'gembangan’ sistem Pelayanan Publik iti;

sendm

Konseksuensmya Pemermtah Daerah dltuntut untuk lebih mampu

- memberikan pelayanan yang lebih berkuahtas, dalam arti lebih

- berorientasi kepada ‘aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan

bertanggung jawab (accountable) |
“Dengan berlakunya Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

‘VTahun 2020 tentang Cipta KerJa ‘maka Pemerintah Desa adalah

. Pemermtahan yang otonom dan mem1hk1 kewenangan menyelenggarakan

Pelayanan Pubhk sesuai urusan yang menJad1 kewenangannya Namun

 demikian, sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai

: standar penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa Oleh sebab itu, dalam

Peraturan Daerah ini diatur pula mengena1 kewapban penyelenggaraan

Pelayanan pubhk di Desa yang tidak hanya d1selenggarakan oleh

Pemerintah Desa, tetapi _]uga Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga

; Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Mlhk Desa (BUMDes), dan semua

Bif
o Pasal 1

entltas pelayanan yang ada di Desa.
Seiring dengan hal tersebut serta guna mequudkan tata kelola
Pemerintahan Daerah yang baik Local Good Governance, dipandang perlu

adanya Peraturan - Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan

* Pelayanan Publik di Daerah,

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Pasal 2 '

~ Cukup jelas.

Paéal 3
Huruf a , .

Yang dlmaksud dengan asas kepentmgan umum” adalah

bahwa pemberian pelayanan txdak boleh mengutamakan

kepentingan pribadi dan/atau golongan.




B ,-.Hurufb

Yang dlmaksud dengan “asas kepastlan hukurn adalah
jaminan terwujudnya hak dan kewajiban - dalam
» | penyélenggaraan pelayanan. | | |
8 Huruf c - | _
Yang dlmaksud dengan “asas kesamaan hak” adalah asas
yang menjamin - bahwa pernbenan pelayanan txdak :
membedakan suku, ras, agama golongan gender dan
;_ ‘status ekonom1 ‘

. Hurufd D -
Yarigv»din‘l‘aksud dengan “asas kqseimbangan ‘hak dan
kewéjiban” adaléh asas yang menjamin bahwa pemenuhan
hak harus ’sebanding dengan ‘kewajiban yang harus -
dilaksanakan, baik oleh pémbgri maupun penerima
‘pelayanah. | | | | -

Huruf e

Yang dlmaksud dengan ‘asas keprofesmnalan adalah asas

yang menJamm bahwa pelaksana pelayanan harus " |

mem1hk1 kompeten31 yang sesuai dengan bidang tugas '

" Huruf f o | | | | o

| l»,Yang dlmaksud dengan “asas part1s1pat1f” adalah asas

yang menjamin bahwa pemngkatan peran serta
Masyarakat dalam penyelenggaraan - pelayanan dengan
fner_nperhatikan- aspirasi, =kebutuhan, dan harapan

- masyarakat. ' | |

H‘iiruf g ,

- Yang dimaksud de'ngan"v“asa's pers’amaén perlakuan/tidak |

dxskrlmmatlt” adalah asas yang men_]amm bahwa setlap-

| warga negara atau anggota masyarakat berhak
' memperoleh pelayanan yang adil. o

Hurufh o | | -

'Yang dimaksudv dengari “asas kéterbukaah” adalah asas"

yang menjamin bahwa setiap penerima pelayanan dapat

dengan _mudah mengakses dan memperoleh informasi

' mengenai pelayanan yang diinginkan. b_




CHurufi - o
IR Yang dimaksud dengan “asas ‘akuriltabilita‘s” adalah asas
~ yang menjamin bahwa proses pehyélenggaraan pelayanan
" harus dapét dipertanggungjawabkan Sesuai :} dengéih
: keterituan pératuran perundang-undangan. |
| Hurufj | Lo |
- Yang dlmaksud dengan asas fas1htas dan perlakuan
- khusus bagl kelompok rentan adalah asas yang menjamm
bahwa pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan,
sehi}}rigga tercipta keadilan dalam pejlayanan.
“Huruf k : | ‘ |
'Yang dlmaksud dengan “asas ketepatan waktu adalah
asas yang menjamin bahwa penyelesalan setlap jenis
pelayanan dllakukan tepat waktu sesuai dengan standar
pelayanan. . - - - o
. hurufl . o
o Yang dimaksud de;ig’an “gsas kecéf)étan; kemudahan, dan
~ keterjangkauan” adalah asas yang menjamin bahwa setiap
jenis:’ pglayanari dilakukan sec'étfa cepat, mudah, 'dan
. terjangkau. . | |
Pasal 4 -
Cukup Jelas.
Pasal 5 B
' Huruf a _ ‘ S
| Baféng publik yang disediakan oleh instansi Pemerintah
dengan menggunakan APBN dan/atau APBD ditujukan
untuk mendukung vprogram dan tugas instansi tersebut,
pehyediaan ‘infrastruktur' transpzortasi: ) perkdtaan yang
B pengadaannya menggunakan APBD ,
Barang publik yang ketersedlaannya merupakan hasil dari
o keglatanv‘ BUMN dan/atau BUMD yang -mendapat -
pelimpahan ’tugas‘ untuk menyélenggarakan‘ pelayéﬁan
publik (public service obligation), sepert1 air ber31h hasﬂ

pengelolaan perusahaan daerah axr mmum



Huruf b

Jasa pubhk dalam ketentuan 1n1 sebaga1 contoh antarav o

keamanan (]asa kepohslan), dan pelayanan pasar

Jasa pubhk dalam ketentuan 1n1 adalah Jasa yang :

lam ' pelayanan kesehatan (rumah saklt dan pusat R
kesehatan masyarakat) pelayanan pend1d1kan (sekolah
dasar, sekolah menengah pertama) pelayanan peradllan o

pelayanan kelaluhntasan (lampu lalu hntas) pelayananv'ﬂ : .

dlhasﬂkan oleh BUMD yang mendapat pehmpahan tugas_f‘vv N

untuk menyelenggarakan pelayanan pubhk (publzc sermce L

obllgatzon) sebaga1 contoh antara 1a1n Jasa pelayanan Jasa

R ‘ daerah a1r mmurn
_T,i.-Pasa16 o el
. Cukup Jelas SR
E"'S.‘V';Pasal7 ' . "
R Cukup JeIaS.“v,}‘:»fI" - o
i 'v’»‘v“vPasa18 L R )
i Cukupjelas.zv‘ S o
s Pasal 9 R
B Cukup Jelas.' o
o *"Pasal 10 o
S Cukupjelas.'a Dl
fPasal 1
i CukupjelaS’-t PR
PasaI 12 -
EPs CukupJelaS-: B
"*if:;__f:’Pasal 13 o
s Cukupjelas."-v{.
o "':‘ffﬂfPasal (4" | |
T CukupJeiaS: S
. Pasal 15 _ X S T
Lo s Cukup Jelas.-;-:_,.j':i:';}' LT T
‘ ' -':'};v_siPasal 16 e
Cukupjelas; el

penyed1aan a1r ber31h yang dllakukan oleh perusahaanf'} :



o Pasal 1'7

Cukup Jelas.
: Pasal 18.
' Cukup Jelas.
Pasal 19
' Cukupjelas.
Pasal 20
| Cukup Jelas.
Pasal 21
. Cukup jelas.
:Pasal 22 '
‘ B Cukup Jelas.
- Paséll 23
| Cukup Jelas.
Pasal 24 ,
' Cukup jelas.
" Pasal 25
L Cukup _1e1as.~
Pasal 26
| Cukup Jelas.
Pasal 27 |
- Cukup jelas.
‘Pasal 28
- Ayat (1) !
- | Cukup Jelas.
. Avat(2)
" Cukup Jelas. -
Ayat (3) | R
' Yang dimaksud dengan '“pihak terkait” adalah plhak
mem11k1 kapas1tas ‘dalam penyusunan rancangan Standar
, - Pelayanan seperti perguruan tinggi.
© Ayat (4) | |
- Cukup Jelas."'
Ayat (5)
| * Cukup Jelas.
Ayat (6) o
‘ ~ Cukup Jelas.



- Pasal 29 _
o | Cukup Jelas.' fv
. | Pasal 30 _
K Cukup jelas.
| Pasél 31
| - Cukup Jelas.- "
| Pasal 32 |
_ Cukup Jelas.; :
| Pasal 33
' Cukup jelas.
B Pasal 34 |
Ayat (1) v
- Cukup Jelas o
Ayat (2)
Huruf a ,
~_ Yang dimaksud dengan “P(:eny'andang Disabilitas”
. adalah setiap orang yang rriengalaini ketérbatasaﬁ
fisik, 1ntelektua1 mental, dan /atau sensorik dalam
| Jangka Waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat: ,mengalaml hambatan dan
kesulitan untuk befpartiéiﬁaSi secara penuh dan
efektif dengan Warga negara lamnya berdasarkan
kesamaan hak. -
Huruf b |
Yang dimaksud dengan f‘Lanjut Usiaf’ adalah
sescoréng yang telah mencapai usia 60 (enam
~ puluh) tahun atau lebih. = |
Hurufc : .
| Cukﬁp jelas.,“.
Hurufd '
o »CukAup jelés.‘
Hurufe | ‘,
| Cukup jelas.
] Ayat (3) | '
| - Cukup jelas.
Ayat@) = ,
~ Cukup jelas.



Pasal 35
. Ayat())

Pemanfaatan teknologi 'inférmasi ;dalam keteni:uan .ini
dalam
melaksanakan transparans1 dan akuntablhtas pelayanan

dimaksudkan dapat menjadi Zalat bantu

pubhk untuk mewumdkan tata kelola Pemerintahan yang B

balk dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan

| BerbaS1s Elektromk (electronic government/ e-government).

‘ Yang d1maksud dengan “Sistem Pemermtahan Berbasis

. 33'Ayat )
- j;~Ayat..(3)
Ayat (4)

Pasal36

Elektronik” adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan- Pengguna  Sistem

layanan kepada

Pcmerintahén. Berbasis Elektronik. .
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas; E

Cukup Jelas

Pasal 37

Cuk_up jelas.

Pasal 38

- Cukup _]elas,

| Pasal 39

Cukup Jelas.

:Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal_ 42

Pasal 43

. Cukup jelas.

Cukup Jelas.v

vPasal 44

~ Cukup jelas.



Pasal 45 |

| ,} Cukup jelas.

Pasa1‘46 :

_ Cukupjelas.

Pasal 47 ‘ |

v Cukup jelas. ,

Pasal 48 ) .
. ': Cukup jelas."’
Pasal49 N

Cukup jelas.

Pasal 50
- Cukup j‘ellas'. o
Pasal51 =~ =
o Cukup jelas.
Pésal;‘52 ‘
~ .Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.- '
Pasal 55 |
Cukup jelas.
Pasal 56 o
Cukup jelas.
Pasal 57 '
Cukup jelas.
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